BAB I1

ISBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. lIsbat Nikah
1. Pengertian Isbat Nikah

Kataisbatberarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Metgan
artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenarsumatske
!Sedangkan menurdigh nikah secara bahasa berastill s+l s 5 artinya
"bersenggama atau bercampuf’ Para ulama’ ahlfigh berbeda pendapat
tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapatpulkan bahwa
nikah menurut ahliigh berarti akad nikah yang ditetapkan osgfara’ bahwa
seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenamygsedangan
kehormatan seorang istri serta seluruh tubufingedang nikah menurut
hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara se@ygoria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membekelkarga, rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Y ag [s4.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapanpatkawinan
seorang pria dengan seorang wanita sebagai sudami yeng sudah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Isli&amsyalah terpenuhinya

! Tim Penyusun Kamysamus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3
1990, him.339
2 Djamaan NurFigh MunakahatSemarang: CV. Toha Putra,1993, him.1
3 .
Ibid., him.2
* Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yangdepada masa lampau ini
belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang beraggndalam hal ini pejabat
KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencat&aNi(PPN).

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agdalam arti
bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilalderganjurisdiktio
voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, &atedalam
perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untekapkan tentang
sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntalahdgerkara yang sifatnya
permohonan dan didalamnya tidak terdapat senglsetaingga tidak ada
lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dffsatma, kecuali
kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadigama seperti
1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidepu untuk

melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (isbat nikah)

5. Penetapan wali adhol

®H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaiagyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996, him.41.
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Produk perkara voluntair adalah penetapan Nomor kaper
permohonan diberi tanda P. misalnya: Nomor 125/PPt96/PA/ Btf
Karena penetapan itu muncul sebagai produk pergadilas permohonan
pemohon yang tidak berlawan maka dicantum penetigak akan berbunyi
menghukum melainkan bersifat menyatakaec(aratoir).

Adapun asas yang melekat pada putusan penetaptampersa
kebenaran yang melekat pada penetapan hakgdeharan sepihdk
kebenaran yang terkandung didalam penetapan hatgéran yang bernilai
untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau godam. Dari asas ini
lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengilatepapan hanya berlaku
pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yanmpezoleh hak dariny3,
sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hangagiRat kepada yang
telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yaegegaskan putusan
penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepétak manapun.
Seterusnya vyaitu asas putusan penetapan tidak ikienkEkuatan
eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amaugan bersifatieklaratoir
sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan etss.

. Syarat-Syarat Isbat Nikah
Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskatadekitab figh klasik

maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikatdapat dianalogikan

6 .
Ibid
" Raihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agamalakarta: CV. Rajawali, 1991, him.73
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dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbatm{k@netapan nikah) pada
dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yaalg ddbkukan sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Idaiwa perkawinan ini
telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai desgarat dan rukun nikah
tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabamgy berwenang yaitu
Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkenetapan
(pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dgberkara permohonan

isbat nikah ke Pengadilan Agama

. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah éagagdilan agama
dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi meredag ymelakukan
perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukanmydabig-Undang No.1
Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan PetaerNo. 9 Tahun 1975
(penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UUINBahun 1974). Namun
kewenangan ini berkembang dan diperluas dengankalipa ketentuan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3lain ayat (2)
disebutkan: "isbat nikah yang diajukan ke pengadilgama”, pada ayat (3)
disebutkan : isbat nikah yang diajukan ke pengadiémama terbatas
mengenai hal yang berkenaan dengan : a. adanyawiedn dalam rangka
penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikahgdanya keraguan tentang

sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. pémka yang dilakukan oleh
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mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanuméenUndang-
Undang No.1 Tahun 1974,

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 t€klebut, berarti
bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dangydiberikan oleh
Undang-Undang; baik oleh Undang-Undang No. 1 Tali@@4 tentang
perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 188fang Peradilan
Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. IRR/2000 tentang
sumber hukum dan tata urutan perundang-undangaRRHE$ tidaklah
termasuk dalam tata urutan perundang-undang Rédudbnesia.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta peajhya
menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradiak menyelesaikan
perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (adyuradalah dengan
syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan /mjekan ) oleh Undang-
Undang™®

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 19@hg dalam
pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak biembuatkan duplikat
akta nikah karena catatannya telah rusak ataughd#eu karena sebab lain,
maka untuk menentukan adanya nikah, talak, ceray aujuk, harus

ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapamgadilan Agama;

8 Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukymdakarta: Departemen Agama RI,

1999/2000, him.137.

° Nasrudin Salim, “isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukustam (tinjauan Yuridis, Filosofis
dan Sosiologis), dalatdimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islato. 62 Th. XIV Jakarta: Yayasan Al
Hikmah, 2003, him 70

1% |bid
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tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yangkdikan sebelum UU No. 1
Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang tergadidahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tenitsvag nikah
sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianolagik(giyaskan) dengan
perkara pembatalan perkawinan, perceraian, ataugapal Prinsipnya
pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perk#&u telah menjadi
kewenangannya karena telah diberikan oleh Undardgin Menurut Prof.
Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara isb&ialmitidak dilayani.
Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yaag ditunjuk Undang-
Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kengara maka
pengadilan tidak berwenantApabila perkawinan di bawah tangan setelah
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempatkimsbat perkawinan,
maka secara sosiologis pastilah akan mendorongdieya perkawinan
bawah tangan secanzassif.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan p@sayat 2 KHI
telah memberikan kompetensi absolut yang sangatt&rdang isbat nikah ini
tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalamlgsamepasal-pasalnya
hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakiga&alah berlakunya UU
No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belumpgagal 7 ayat 3 huruf

(&) yang dapat mengandung problem lanjutan sep®taimana jika

1 prof. H. A. Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyallalam Mimbar
Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VIl Jalea Yayasan Al Hikmah, 1996, him. 22
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penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemataknnau melaksanakan
ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai susim, padahal telah ada
putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dakah hilangya
kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KU#an untuk sebagai
tindakan preventif atau kehati-hatian akan memumig@a hilangnya buku
catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PPONBahun 1975 telah
menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawitiarharus disimpan
(dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalatayah kantor
pencatatan perkawinan itu berdda.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitungdakeraguan
tentang sah atau tidaknya salah satu syarat per&awihal ini justru
mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam pgrkanbatalan nikah,
bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang iyetakukan perkawinan
melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuajasesyari’at (memenuhi
ketentuan pasal 2 ayat 1 ). Juga terhadap ketepiasal 7 ayat 3 huruf (e),
yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yamdpkii mempunyai
halangan perkawinan menurut UU NO.1 Tahun 1974addlah pasal yang

amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasa jelas.

12 1bid, him. 22
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B. Pencatatan Perkawinan
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang penleaidak
dijelaskan secara rinci tentang pengertian peraratpérkawinan. Pengertian
itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undersgbut, yaitu bahwa
tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehid seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan datamat-surat keterangan
suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar ggatem. Namun, secara
bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatanlisneesuatu untuk
peringatan dalam buku catatdnJadi pencatatan perkawinan adalah proses
atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas pejabat yang
berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktdkengan adanya akta
nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasaummu
Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapaataklan bahwa
pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yargjuan untuk
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan udakswaktu-waktu
dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakaagagbbukti otentik. Akta
otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapajabat yang diberi

wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut kesentgang ditetapkan

13 Tim Penyusun Kamugamus Besar Bahasa Indonesi&karta: Balai Pustaka, 1990. him.
935
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untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang dggktingan, di tempat
dimana pejabat berwenang menjalankan tugahya.

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidakgatur secara
jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidekgBn melihat tujuan dari
pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadiupun dalam
kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikatapat dijadikan bukti
bahwa mereka telah melakanakan perkawinan secana dsa resmi
berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu ahgdUndang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan.

. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quranuafd-Sunnah
tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya petace perkawinan. Ini
berbeda dengan ayat muamalatuflayanah)yang dalam situasi tertentu
diperintahkan untuk mencatatnya. tuntutan perkeg@oandengan berbagai
pertimbangan kemaslahathh.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkatertikean
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yd#atur melalui
perundang-undangan untuk melindungi martabat dawadi@n perkawinan,
lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan runeigga. Melalui

pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan ailkahnyang masing-

14 H.A. Mukti Arto, Op. Cit, him. 144
15 Ahmad Rofig, Op. Cit., him. 107
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masing suami istri mendapat salinannya, apabilmadieperselisihan atau
percekcokan diantara mereka, atau salah satu bhieaknggungjawab, maka
yang lain dapat melakukan upaya hukum guna meni@etkan atau
memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akdabtg#, suami istri
mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yataftmereka lakukatf.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukaalahabaru
bagi penduduk. Dilingkungan masyarakat yang beragktam, sejak tahun
1946 telah berlaku UU No.22 Tahun 1946 Tentang &eaten Nikah, Talak,
Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksatara efektif. Sedang
bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestarkd#olik, sudah sejak
lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatataekat

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 temaerkawinan
masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankargaepalaksanaan pasal 2
ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapelanggaran
ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatiandpasal 45 PP No. 9
Tahun 1975 yang berbunyi; "kecuali apabila diteatukain dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka barang stapg melanggar

ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (BRetaturan Pemerintah ini

'®1pid, him. 107
" Moh Zzahid, DuaPuluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Peirkany Jakarta:
Departemen Agama RI. Badan Litbang Agama dan Diéstgamaan, 2002, him. 69-70.
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dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya RPOO; (tujuh ribu
lima ratus rupiahy®
. Legalisasi Perkawinan

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adsahikahan
yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 TalRim Tentang
Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah akam mendapatkan
buku kutipan akta nikah dari KUA.

Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempurajda nikah
(hilang atau memang pernikahannya tidak tercataika dalam kaitannya
dengan masalah perdata pernikahan semacam ini heendapat legalisasi
atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan btektitik dari
pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dikaltu berkaitan dengan
masalah administrasi atau keperdataan dalam mengita kelahiran anak,
pendaftaran sekolah dan juga status dari anak g#aigrkan. Karena dalam
pengurusan masalah administrasi setiap instanai &anbaga terkait
menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pbamk

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adp@yduktian
secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktigtories. Dengan
pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang tesgmirakonkreto™ Hal

ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktiadgoumumnya yang

18 ||hi
Ibid.
19 Sudikno Mertokusumd{ukum Acara Perdata Indonesi#ogyakarta: Liberty, him. 108.
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berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa empunyai sesuatu hak,
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun menmbangu hak orang
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan roektikan adanya hak
atau peristiwa tersebfft.

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalahgtiwa bukan
hukumnya® Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan
menentukan peristiwva atau hubungan hukumnya dan udiam
memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadagtiwar yang telah
ditetapkan itu.

Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dagauktikan dengan
mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalasalpl64 yaitu alat bukti
surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaaat, lalikti pengakuan, alat bukti
sumpatf?

Dalam menangani masalah perdata hakim sebagaigehegum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahamaimilai hukum yang
berlaku dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU No. I#41%entang Pokok-

Pokok kekuasaan Kehakiméf).

% R. Subekti, R. TjitrosudibyoKitab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta: Pradnya
Paramita, him. 475.

2 Sudikno Mertokusumo, op. cit., him. 110.

22 H. A. Mukti Arto. op. cit him. 140

% bid., him.140.
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4. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan didahului kegiatamkag baik
yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh wag@encatat nikah.
Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya reetabukan kehendak
melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencakah,niselanjutnya
pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syaratapgnian telah terpenuhi,
dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undaoigitd). Apabila tenyata
dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawiatau belum terpenuhi
syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itaraatjberitahukan kepada
calon mempelai atau kepada orang tua atau yang kilewa.?* Bila
pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhiatggarat yang
diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawaka proses ini dapat
diteruskan.

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan PP Noalnr 1975
pasal 2 berbunyi ; “ bahwa bagi yang beragama IsldaRukan oleh pegawai
pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam UU N@BRnr1954 tentang
penctatan nikah, talak, rujuk, sedang bagi merekey yidak beragama Islam
dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan padaokacatatan sipil
sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undang@&mgenai

pencatatan.

24 M.ldris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang HukurarA Perdata Peradilan Agama dan
Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IND-HILL, CO, 1988n. 163.
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Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP NaSud 1975
menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya kédakoleh dua instansi
yaitu :

1. Pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk
2. Kantor catatan sipil atau instansi atau pejghag membantunya.

Tentang cara melakukan pencatatan perkawinan dialam pasal 3
sampai dengan 9 dan juga pasal 2 peraturan petaksary meliputi tahap-
tahapnya antara lain:

a. Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pentgita
seseorang yang akan melangsungkan perkawinan keusg#avai pencatat
perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 3 sadg®jan pasal 5.

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secra dildmsesorang atau
calon mempelai, dapat juga oleh orang tua merelai, atau diwakilkan
kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertkéidapat dilakukan jika ada
pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukatar® hal pemberitahuan
dilakukan oleh orang lain orang tersebut harusnglitu dengan surat kuasa
khusus.

Pemberitahuan harus sudah disampaikan selambaédayabsepuluh
hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkam, didalamnya juga harus
dinyatakan nama, umur, Agama/ kepercayaan, pekerjaanpat kediaman

calon mempelai.
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b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat perkawinan menerima péathen seperti
diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelieamama tentang syarat-
syarat dan halangan-halangan untuk melangsungk&avpean seperti diatur
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sd&aijuga harus diteliti
tentang hal-hal seperti yang disebutkan oleh gaghidang-Undang tersebut.

Selanjutnya setelah diadakan penelitian yang sdimknya, dalm hal
ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harusnokk aktif, artinya tidak
menerima saja yang ditemukan oleh pihak yang akatangsungkan
perkawinan itu, tetapi pegawai pencatat perkawipsga menulis dalam
sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan psiaca Dalam hal
terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinyatsyatuk melangsungkan
perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan harssgera
memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersaagkut

Perkawinan juga menulis dalam sebuah daftar yaseddikan untuk
melakukan pencatatan. Dalam hal terdapat suatundeata atau belum
dipenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawimaka pegawai pencatat
perkawinan harus segera memberitahukan hal itu deeppihak yang
bersangkutan

c. Pengumuman
Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan elah dilakukan

penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan ssyerat-syarat untuk
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melakukan perkawinan yang meyakinkan, maka pegperaiatat perkawinan
mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan ungl&ngsungkan
perkawinan.

Pegawai pencatat perkawinan menempelkan surat pemgan yang
ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawjang daerah wilayahnya
meliputi wilayah tempat perkawinan itu dilangsungian ditempat kediaman
masing-masing calom mempelai di tempat ditentuldningiga mudah dibaca
oleh masyarakat umum.

Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pérpateawinan
selain memuat hal ihwal orang yang akan melangamglerkawinan juga
memuat waktu dan tempat perkawinan itu akan dilamgjsan.

Adapun maksud perkawinan itu seperti diterangkalandgpasal 8,
adalah memberi kesempatan kepada umum untuk méngetdan
mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkasogtu perkawinan
apabila perkawinan itu diketahui bertentangan derilg&kum agamanya dan
kepercayaan orang yang bersangkutan atau bertamtasgngan peraturan
perundang-undangan.

d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 2 bahwa perkawinan dianggap telatat@sr secara
resmi apabila akta perkawinan telah ditandatang@hi kedua mempelai, dua
orang saksi, pegawai pencatat perkawinan dan khusk yang beragama

Islam, juga ditandatangani oleh wakil nikah atangyenewakilinya.



32

Penandatanganan itu dilaksanakan sesudah dilarigsungpacara
pernikahan yakni setelah diucapkannya akad nikghyaeng beragama Islam.

Akta perkawinan itu oleh pegawai pencatat perkawutibuat rangkap
2, helai pertama disimpan di kantor pencatatan (kdti&u KCS), sedangkan
helai kedua dikrim ke pengadilan yang daerah huk@mewilayahi kantor
pencatatan nikah tersebut (pasal 13 PP No0.9 Ta@dh) kepada suami istri
masing-masing diberikan kutipan akta nikah yangpmiengan buku nikah

sebagai bukti otentik bagi masing-masing suamii istr

. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkatertiean
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatayaupyang diatur
melalui Undang-Undang, untuk melindungi martabatn d&esucian
perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi pereampdalam kehidupan
rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pemtatat
perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 |pasayat (2) yang
menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat m&nuperaturan
perundangan yang berlaktrSerta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang
berbunyi:

1) Agar tejamin ketertiban perkawinan bagi masyaralsdam, setiap

perkawinan harus dicatat.

% pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
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2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakakeh pegawai
pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang+ignNa. 22 Tahun
1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1875.

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiapapanian harus
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawsanwpegzencatat
nikah.

2) Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasajawe pencatat
niksh tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkataladnerupakan
kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujutijgan hokum untuk
masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepadgtiam perlindungan hukum.
Dengan adanya pencatatn nikah ini akan berupayadoeli nilai maslahah
mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

Di dalam Al Quran dijelaskan tentang pentingnya ytisan atau
pencatatan yaitu dalam surat Al Bagorah ayat 282:

o a8y K5 86 S J}\ Jl 3% 336 15y VT @ g

i aade we K o s b v Jadly

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuadah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklkdmu

menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantarau k
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis engga

26 pasal 5 KHI
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menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkanmgaka
hendaklah ia menulis....(Q.S. Al Bagarah: 28%.

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Makanulis ini
merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan naslk tiddarkan manusia
memilihnya (untuk melakukannya atau tidak elakukaj)npada waktu
melaksanakan transaksi secara bertempo utang-gjukarena suatu hikmah
yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupglesimtah dari Allah agar
dilakukan pencatatn untuk arst.

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utamigypg itu
sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukansdkan Hikmah
mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kédlmh pihak yang
melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-Rlatiu tulis inidiperintahkan
menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleld@og kepada alah satu
pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah sualanmd teks yang
disepakati ittf’

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, @aoat
perkawinan merupakan ketentuan yang perlu ditedaradilaksanakan oleh
semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodslgging cukup kokoh,

yaitu giyasataumaslahat mursalalyang menurual- Syatibimerupakan dalil

2 Departemen agamap. cit him. 70

% Muh. Nasib Ar Rifa’l, Taisiru Al Alliyul Qodir Li Ikhtishari Tafsir IbniKatsir, Riyadh:
Maktabah Am’arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddakaita: Gema Insani Press, 1999, him. 463.

29 sAyyid quthb, Fi Zhilalil Quran, terjemahan As'ad Yasin, et afTafsiar Fi Zhilalil
Qur'an di Bawah Naungan Al Qur'anilid |, Jakarta: Gema Insai Press, 2000, hing. 29
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gathi yang dibangun atas dasar kajian indukiistiqra’i).*® Dengan
pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan odivan kehidupan

masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatarké&lagrga.

30 Ahmad Rofiq op. cit, him. 121



